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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah 

diuraikan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut. Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota 

Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam 

Persidangan In Absentia dengan studi Putusan Pengadilan Militer II-11 

Yogyakarta Nomor 53-K/PM/II-11/AU/VIII/2018 bahwa putusan tersebut 

tidak dilaksanakan karena terdakwa tidak diketemukan dan ada batas 

waktu dalam pelaksanaan sanksi pidana yaitu 6 (enam) tahun sejak 

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa hadir 

kembali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tersebut maka terdakwa harus 

menjalankan putusan tersebut.  

 

B. Saran 

1. Hakim Pengadilan Militer agar lebih memberikan hukuman yang tegas 

dalam penjatuhan sanksi terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia 

yang melakukan desersi. 
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2. Orditur selaku eksekutor agar lebih meningkatkan lagi upaya pencarian 

terdakwa yang melakukan desersi. 

3. Atasan yang berhak Menghukum (ANKUM) agar memahami kesulitan-

kesulitan yang dialami oleh prajuritnya selama menjalankan tugas 

supaya tidak terjadi desersi. 
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